SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

bahwa kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59
Tahun 2016, namun dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah yang mengatur perubahan
Rumah Sakit Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis
yang bersifat khusus yang berada dibawah pembinaan
Dinas Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota
sebagaimana untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan
fungsi dilingkup Dinas Kesehatan maka Peraturan Wali

Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S063);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Menetapkan

7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor
8 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8)
sebagaimana telah beberapakali diubah terkahir dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Tangerang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59

Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah

Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59) diubah sebagai

berikut :

1. Diantara angka 4 dan angka S5 ketentuan Pasal 3 ayat (2)
disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai
dengan visi, misi dan program Wali Kota sebagaimana
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
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1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di
bidang kesehatan,;

2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang
kesehatan;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan;

4. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;

4a.pembinaan UPT Rumah Sakit Daerah;

5. pengelolaan UPT; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.

2. Diantara angka 5 dan angka 6 ketentuan Pasal 4 ayat (2)

disisipkan 1 (satu) yaitu angka 4a, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan,
kepegawaian, dan perencanaan.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai
fungsi:

1. penata usahaan urusan umum,;

2. penata usahaan urusan keuangan;

3. penata usahaan urusan kepegawaian;

4. pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan
Dinas;

5. pengkoordinasian dalam  pembangunan dan
pengembangan e-government;

Sa.pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan
terhadap UPT Rumah Sakit Daerah;dan

6. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-
Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.
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3. Diantara angka 6 dan angka 7 ketentuan Pasal 5 ayat (2)

disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 6a dan angka 6D,

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Sekretariat di bidang administrasi umum dan

administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

adalah:

1. melakukan penyusunan program dan rencana
kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. melakukan pengelolaan urusan surat
menyurat/tata naskah dinas;

3. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga,
kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;

4. melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai
Dinas dan UPT sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

5. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian
Dinas dan UPT sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

6. melakukan fasilitasi pemberkasan angka kredit
jabatan fungsional di lingkungan Dinas;

6a. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Dinas;

6b. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah yang dalam penguasaan
SKPD;

7. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

8. melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan
pengembangan e-government; dan

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang

tugasnya.

https://jdih.tangerangkota.go.id/



4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 ayat

(2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang

administrasi keuangan

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

1.

10.

melakukan penyusunan program dan rencana
kegiatan Sub Bagian Keuangan;

melakukan pembinaan penatausahaan keuangan
Dinas;

melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

melakukan penatausahaan pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dihapus;

dihapus;

melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang

tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian Keuangan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 99
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